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Penetapan eksekusi adalah suatu pernyataan dari Pengadilan Negeri agar suatu putusan dapat dilaksanakan.
Penetapan eksekusi atas putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Undang-Undang
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi dan
kedudukan sebagai syarat konstitutif dimana terhadap putusan Arbitrase yang tidak dimintakan penetapan
eksekusinya ke Pengadilan Negeri dapat menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Pengaturan tentang penetapan eksekusi terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang L arangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat terdapat di dalam pasal 46 ayat (1) dan (2). Pada pembahasan beberapa kasus, terlihat KPPU
mempunyal anggapan bahwa penetapan eksekusi terhadap putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum
tetap mempunyal fungsi dan kedudukan yang sama seperti penetapan eksekusi pada putusan Arbitrase yakni
mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai syarat konstitutif. Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
sendiri pengaturan tentang pelaksanaan putusan KPPU tidak hanya terdapat dalam pasal 46 ayat (1) dan (2)
sgjatapi jugaterdapat dalam pasal 44 ayat (4) dan (5), dimana terhadap Pelaku Usaha yang tidak
melaksanakan isi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap maka akan diserahkan perkaranya
kepada Penyidik dan dijadikan perkara pidana, jadi bukan dilakukan proses eksekusi secara perdata. Pada
skripsi ini akan dibahas lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya fungsi dan kedudukan dari penetapan
eksekusi menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang merupakan landasan yuridis dari
proses penegakan hukum Persaingan Usaha dan juga akan dibahas tentang hal-hal yang melatarbel akangi
adanya proses pidana dalam hal putusan KPPU tidak dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.
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